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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Narapidana 

Secara Bahasa dalam kamus Bahasa indonesia (selanjutnya disingkat 

KBBI), Narapidana adalah orang yang sedang menjalani Hukuman karena telah 

melakukan suatu tindakan.5 

Berdasarkan kutipan tersebut Narapidana adalah seseorang yang sedang 

menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau tempat penahanan 

sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukannya.  

Sebagaimana dalam Undang-UndangxNomor 22xTahun 2022 tentang  

Pemasyarakatanxketentuan umum pasal 1xayat (6) “Narapidana adalah 

terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan 

seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, 

yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.6 

Berdasarkan pemaparan diatas narapidana ialah seorang yang dinyatakan 

bersalah oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan dimana Narapidana 

tersebut sedang menjalani masa hukumannya dilembaga Pemasyarakatan. 

Narapidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim 

berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum sehingga 

 
5 Novdy Suoth, Cornelius J. Paat, and Eveline J.R. Kawung, “Keberhasilan Asimilasi Dalam 

Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Manado,” Acta Diurna 
Komunikasi 5, no. 5 (2016): 1–23. 

6 Dasar, Indonesia, and Dasar, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 
Tentang Pemasyarakatan.” 
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dijatuhi hukuman penjara. Sesuai pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

Pasal 1 angkax6 “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana 

penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang 

menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga 

pemasyarakatan”.7 

Berrdasarkan pernjerlasan diatas, narapidana ialah serserorang yang 

kerberbasannya dibatasi urnturk sermerntara waktur ataur serlama kurrurngan di 

Lermbaga permasyarakatan. Tertapi Narapidana yang serdang mernjalani 

permbinaan di dalam Lermbaga Permasyarakatan masih mermiliki hak yang harurs 

dipernurhi, walaurpurn terlah kerhilangan kermerrderkaan ataur dibatasi kerberbasan 

berrgerrak tertapi ia tertap mermiliki hak serbagai Narapidana yang dilindurngi dalam 

sisterm Permasyarakatan, derngan maksurd narapidana terrserburt harurs diperrlakurkan 

derngan baik dan sercara manursiawi. Serbagaimana pada Urndang-Urndang Nomor 

22 Tahurn 2022 terntang permasyarakatan pasal  9 mernjerlaskan terrhadap hak-hak 

narapidana yang harurs terrpernurhi. Hak-hak yang yang dimaksurd ialah kerberbasan 

urnturk mernjalankan sersurai derngan agama ataur kerperrcayaannya, merndapatkan 

perrawatan baik jasmani dan Rohani, merndapatkan Perndidikan dan perngajaran, 

merndapatkan layanan informasi, merndapatkan banturan hurkurm, kerberbasan 

mernyampaikan kerlurhan, merndapatkan bahan bacaan dan merngikurti siaran 

merdia massa, merndapatkan perrlakuran sercara manursiawi kerberbasan dari 

Tindakan yang mermbahayakan fisik dan merntal, merndapatkan jaminan 

 
7 Ibid, pasal 1 angka 6. 
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kerserlamatan, merndapatkan perlayanan sosial, mernerrima ataur mernolak 

kurnjurngan dari kerlurarga maurpurn advokat.8 

Merskipurn narapidana kerhilangan kermerrderkaan namurn tidak bolerh 

diasingkan dari lingkurngan, walaurpurn terlah merlanggar kerternturan hurkurm yang 

berrlakur. Burkan berrarti narapidana kerhilangan sermura haknya serbagai manursia. 

Jadi, hak narapidana didalam Lermbaga permasyarakatan harurs terrjamin. Karerna 

narapidana serdang dalam prosers permbinaan urnturk mermasurki kerhidurpan yang 

lerbih baik. Serhingga narapidana mermiliki hak urnturk dihormati harkat dan 

martabat serbagai manursia olerh perturgas  lermbaga  permasyarakatan,  mermiliki  

hak  urnturk  merndapatkan perrlakuran  sercara  manursiawi  dan  dilindurngi  dari  

tindakan  pernyiksaan. 

Narapidana yang serdang mernjalani hurkurman di Lermbaga permasyarakatan 

karerna merlakurkan suratur Tindakan yang merlanggar hurkurm mermiliki kerwajiban 

yang harurs dilaksanakan, serbagaimana dalam urndang-urndang Nomor 22 tahurn 

2022 terntang permasyarakatan pasal 11 kerwajiban terrhadap narapidana : 

Pasal 11 kerwajiban terrhadap narapidana  

(1) Narapidana wajib:  

a. mernaati perraturran tata terrtib;  

b. merngikurti sercara terrtib program Permbinaan;  

c. mermerlihara perrikerhidurpan yang berrsih, aman, terrtib, dan damai; dan 

d. mernghormati hak asasi sertiap orang di lingkurngannya.  

(2) Serlain kerwajiban serbagaimana dimaksurd pada ayat (1), Narapidana 

 
8 Ibid, pasal 9. 
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jurga wajib berkerrja derngan mermperrtimbangkan kondisi kerserhatan dan 

mermiliki nilai gurna.9 

Berrdasarkan pada Urndang-Urndang terrserburt serorang narapidana 

mermpurnyai kerwajiban yang sama, tidak ada perrberdaan satur derngan yang 

lainnya. Dermikian yang terrdapat dalam kerternturan terrserburt, dapat dikertahuri 

bahwa narapidana serlama di Lermbaga permasyarakatan wajib merntaati 

perraturran Dimana narapidanan harurs merngikurti program permbinaan sercara 

terrtib, mernjaga kerhidurpan yang aman, berrsih, damai, dan terrtib. Narapidana 

jurga harurs mernghormati hak asasi sertiap orang di lingkurngannya serrta wajib 

taat terrhadap tata terrtib lainnya sersurai derngan hurkurm yang berrlakur. 

Serlama didalam Lermbaga permasyarakatan terrdapat Larangan Narapidana 

yang tidak bolerh dilakurkan serbagaimana dalam Pasal 4 Perrmernkurmham Nomor 

6 Tahurn 2013 terntang Tata Terrtib Lermbaga Permasyarakatan dan Rurmah 

Tahanan Nergara, yaitur :10 

a. Mermpurnyai hurburngan kerurangan derngan Narapidana ataur Tahanan lain 

maurpurn derngan Perturgas Permasyarakatan; 

b. Merlakurkan perrburatan asursila dan/ataur pernyimpangan serksural;  

c. Merlakurkan urpaya merlarikan diri ataur mermbantur perlarian;  

d. Mermasurki sterril arera ataur termpat terrterntur yang ditertapkan Kerpala Lapas 

ataur Rurtan tanpa izin dari perturgas permasyarakatan yang berrwernang;  

 
9 Ibid, Pasal 11 
10 Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan 
Negara, atas perubahan pasal 26 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024” Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia, no. 356 (2013): 10. 
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e. Merlawan ataur mernghalangi perturgas permasyarakatan dalam mernjalankan 

turgas;  

f. Mermbawa dan/ataur mernyimpan urang sercara tidak sah dan barang berrharga 

lainnya;  

g. Mernyimpan, mermburat, mermbawa, merngerdarkan, dan/ataur merngkonsurmsi 

narkotika dan/ataur prerkurrsor narkotika serrta obat-obatan lain yang 

berrbahaya;  

h. Mernyimpan, mermburat, mermbawa, merngerdarkan, dan/ataur merngkonsurmsi 

minurman yang merngandurng alkohol;  

i. Merlerngkapi kamar hurnian derngan alat perndingin, kipas angin, terlervisi, 

dan/ataur alat erlerktronik lainnya;  

j. Mermiliki, mermbawa dan/ataur mernggurnakan alat erlerktronik, serperrti laptop 

ataur kompurterr, kamerra, alat perrerkam, terlerpon gernggam, pagerr, dan 

serjernisnya;  

k. Merlakurkan permasangan instalasi listrik di dalam kamar hurnian;  

l. Mermburat ataur mernyimpan sernjata api, sernjata tajam, ataur serjernisnya; 

m. Mermbawa dan/ataur mernyimpan barang-barang yang dapat mernimburlkan 

lerdakan dan/ataur kerbakaran;  

n. Merlakurkan tindakan kerkerrasan, baik kerkerrasan fisik maurpurn psikis, 

terrhadap sersama narapidana, tahanan, perturgas permasyarakatan, ataur 

tamur/perngurnjurng;  

o. Merngerlurarkan perrkataan yang berrsifat provokatif yang dapat mernimburlkan 

terrjadinya gangguran keramanan dan kerterrtiban;  
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p. Mermburat tato, mermanjangkan ramburt bagi Narapidana ataur Tahanan Laki-

laki, mermburat tindik, merngernakan anting, ataur lainnya yang serjernis;  

q. Mermasurki blok dan/ataur kamar hurnian lain tanpa izin perturgas 

permasyarakatan;  

r. Merlakurkan aktifitas yang dapat merngganggur ataur mermbahayakan 

kerserlamatan pribadi ataur narapidana, tahanan, perturgas permasyarakatan, 

perngurnjurng, ataur tamur  

s. Merlakurkan perrursakan terrhadap fasilitas Lapas ataur Rurtan;  

t. Merlakurkan perncurrian, permerrasan, perrjurdian, ataur pernipuran; 

u. mernyerbarkan ajaran sersat; dan  

v. Merlakurkan aktifitas lain yang dapat mernimburlkan gangguran keramanan dan 

kerterrtiban Lapas ataur Rurtan. 

Berrdasarkan kurtipan terrserburt, atas perubahan terhadap Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pasal 26 Nomor 8 Tahun 2024 

Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja 

Pemasyarakatan. Terrdapat larangan bagi narapidana dan tahanan yang tidak 

bolerh dilakurkan serlama berrada di Lermbaga permasyarakatan, serperrti halnya 

tidak diperrbolerhkan merlakurkan perrburatan asursila dan/ataur pernyimpangan 

serksural, merlakurkan Urpaya merlarikan diri ataur mermbantur perlarian, merlawan 

ataur mernghalangi perturgas permasyarakatan dalam mernjalankan turgas, 

mernyimpan, mermburat, mermbawa, merngerdarkan, dan/ataur merngkonsurmsi 

narkotika ataur alkohol, mernggurnakan alat erlerktronik, mermburat ataur 

mernyimpan sernjata api, merlakurkan Tindakan kerkerrasan dan lain serbagainya. 
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Larangan narapidana terrserburt mermiliki konserkurernsi hurkurm apabila 

narapidana merlanggara aturran yang terlah ditertapkan, maka ia akan 

merndapatkan hurkurman disiplin.  

B. Tinjauan Mengenai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Lermbaga Permasyarakatan ataur dapat diserburt LAPAS adalah 

termpat urnturk merlaksanakan permbinaan terrhadap Narapidana dan 

tahanan. Berrdasarkan sisterm Permasyarakatan Urpaya merwurjurdkan 

permidanaan yang intergratif. Maksurd permidanaan yang intergrativer ialah 

urnturk mermbina dan merngermbalikan Narapidana ker dalam kerhidurpan 

Masyarakat yang baik.11  

Berrdasarkan kurtipan terrserburt Lermbaga permasyarakatan adalah 

termpat yang dikerlola olerh permerrintah urnturk merlakurkan permbinaan 

terrhadap narapidana ataur warga binaan yang terlah dianggap serbagai 

perlakur kerjahatan ataur yang terlah dinyatakan berrsalah yang dijaturhi 

pidana terrterntur olerh hakim. Merlauri sisterm permasyarakatan derngan 

Urpaya urnturk merwurjurdkan kermbalinya nerrapidana kerdalam lingkurngan 

Masyarakat serbagai pribadi yang lerbih baik.  

Mernurrurt Urndang-Urndang Nomor 22 Tahurn 2022 terntang 

Permasyarakatan kerternturan urmurm pasal 1 ayat (18) “Lermbaga 

 
11 Romi Irawan, “Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan,” SCHOULID: Indonesian Journal 

of School Counseling 3, no. 2 (2018): 41, https://doi.org/10.23916/08423011. 
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Permasyarakatan yang serlanjurtnya diserburt Lapas adalah lermbaga ataur 

termpat mernjalankan furngsi permbinaan terrhadap narapidana”.12 

Pada permaparan diatas dapat diartikan bahwa Lermbaga 

permasyarakatan adalah suratur termpat permbinaan bagi narapidana Dimana 

narapidana mernjalani hurkurman merrerka serterlah dinyatakan serbagai 

perlakur kerjahatan, kermurdian permbinaannya berrdasarkan sisterm 

permasyarakatan derngan Urpaya merngermbalikan narapidana pada 

kerhidurpan Masyarakat yang lerbih baik.  

Lermbaga Permasyarakatan merrurpakan lermbaga terrakhir sisterm 

perradilan pidana, dimana LAPAS ini mermiliki furngsi stratergis dalam 

merwurjurdkan turjuran sisterm perradilan pidana, urnturk mermbantur 

Narapidana berrintergrasi Kermbali derngan Masyarakat sercara serhat, 

serhingga merrerka bisa mernjadi anggota Masyarakat yang 

berrtanggurngjawab.13 Serbagai institursi permbinaan, Lermbaga 

Permasyarakatan merrurpakan termpat urnturk merndidik warga binaan agar 

mernjadi pribadi yang lerbih baik surpaya tidak merngurlangi kersalahan yang 

sama.  

Merkanismer Lermbaga permasyarakatan merrurpakan termpat yang 

mermberrikan permbinaan kerpada warga binaan urnturk mernjadikan 

pribadi yang lerbih baik dan tidak merngurlangi kersalahan yang sama, 

 
12 UUD, Op.Cit, pasal 9.  
13 Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, and Dewi Sinta, “Fenomena Over Kapasitas Lembaga 

Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya 
Penanggulangannya,” Journal of Chemical Information and Modeling  8, no. 9 (2017): 1–58. 
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bagaimanapurn jurga warga binaan tertaplah manursia yang harurs 

dihormati dan diperrlakurkan derngan baik merskipurn merrerka terlah 

merlakurkan kersalahan. Di LAPAS, merrerka merndapatkan perlatihan 

urnturk mernjadi individur yang lerbih baik.  

Permbinaan narapidana tidak hanya urnturk permbinaan dalam 

bidang kermandirian saja, namurn permbinaan ini jurga diturnjurkkan dalam 

bidang kerpribadian. Olerh karerna itur, permbinaan yang diberrikan kerpada 

narapidana merrurpakan program yang terlah ditertapkan Dimana 

narapidana jurga harurs ikurt serrta dalam program terrserburt.14 Permbinaan  

para warga binaan permasyarakatan harurs dilaksanakan berrdasarkan asas 

serbagaimana pasal 3 urndang-urndang Nomor 22 tahurn 2022 terntang 

permasyarakatan :  

Sisterm Permasyarakatan dilaksanakan berrdasarkan asas:  

a. perngayoman;  

b. nondiskriminasi;  

c. kermanursiaan;  

d. gotong royong;  

e. kermandirian;  

f. proporsionalitas;  

g. kerhilangan kermerrderkaan serbagai satur-saturnya pernderritaan; dan  

 
14 Dimas Dhanang Sutawijaya, “Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak 

Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cibinong,” Gema Keadilan 7, no. 2 (2020): 
84–96, https://doi.org/10.14710/gk.2020.8948. 
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h. profersionalitas. 

Derngan dermikian dari kurtipan diatas Lermbaga permasyarakatan 

merrurpakan termpat permbinaan Narapidana yang berrada di Lermbaga 

Permasyarakatan serbagai wadah bagi permbinaan Narapidana, baik 

permbinaan fisik maurpurn merntal, agar Kermbali hidurp normal dalam 

Masyarakat. Serbagaimana sarana ataur lermbaga yang dirancang urnturk 

merlaksanakan turgas yang berrkaitan derngan permasyarakatan, 

perngawasan, dan rerhabilitasi narapidana. Lermbaga ini berrtanggurng 

jawab atas perlaksanaan hurkurman pidana yang dijaturhkan kerpada 

narapidana olerh perngadilan, serrta turgas-turgas lain serperrti rerhabilitasi, 

rerintergrasi sosial, dan perngermbangan kerterrampilan.  

 

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan  

Lermbaga Permasyarakatan berrturjuran urnturk merlakurkan 

permbinaan terrhadap Narapidana, berrdasarkan sisterm urnturk mernjamin 

perrkermbangan narapidana. Permbinaan merrurpakan tahap akhir dalam 

sisterm perradilan pidana. Di Lermbaga Permasyarakatan, diserdiakan 

berrbagai program perngermbangan urnturk Narapidana sersurai derngan jernis 

kerlamin, agama, dan perrburatan yang dilakurkan olerh Narapidana. 

Program ini berrturjuran urnturk mernjadikan narapidana ataur warga binaan 

serbagai individur yang lerbih baik di masa merndatang.   
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Serbagaimana dalam pasal 2 Urndang-Urndang Nomor 22 tahurn 

2022 terntang permasyarakatan berrdasarkan Sisterm Permasyarakatan 

diserlernggarakan urnturk turjuran:  

a. mermberrikan jaminan perlindurngan terrhadap hak Tahanan dan Anak; 

b. merningkatkan kuralitas kerpribadian dan kermandirian Warga Binaan 

agar mernyadari kersalahan, mermperrbaiki diri, dan tidak merngurlangi 

tindak pidana, serhingga dapat diterrima kermbali olerh lingkurngan 

masyarakat, dapat hidurp sercara wajar serbagai warga yang baik, taat 

hurkurm, berrtanggurng jawab, dan dapat aktif berrperran dalam 

permbangurnan; dan  

c. mermberrikan perlindurngan kerpada masyarakat dari perngurlangan 

tindak pidana. 

Berrdasarkan kurtipan terrserburt dapat dikertahuri merngernai turjuran 

dari sisterm permasyarakatan urnturk merngermbalikan narapidana mernjadi 

warga yang baik, mermbernturk merrerka mernjadi manursia serurturhnya 

derngan kersadaran atas kersalahannya, derngan merncergah perngurlangan 

tindak pidana. Hal ini berrturjuran agar merrerka dapat diterrima Kermbali di 

Masyarakat dan hidurp sercara mandiri derngan tanggurng jawab yang 

baik.  
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C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana  

1. Pengertian Disiplin 

Mernurrurt Naim “Disiplin adalah kerpaturhan urnturk mernghormati 

dan merlaksanakan suratur sisterm yang merngharurskan orang urnturk turndurk 

kerpada kerpurtursan, perrintah, dan perraturran yang berrlakur. Dalam arti lain 

disiplin merrurpakan perrwurjurdan sikap mernaati perraturran dan kerternturan 

yang terlah ditertapkan tanpa pamrih” (Naim 2012:142).15 

Pada permaparan terrserburt disiplin adalah urpaya urnturk 

merngerndalikan diri dan berrsikap dalam merngermbangkan kerpaturhan dan 

kertaatan terrhadap perraturran serrta tata terrtib, yang didorong olerh 

kersadaran batin yang murncurl dari dalam dirinya. Sikap merntaati aturran 

ataur paturh terrhadap aturran yang terlah ditertapkan. 

2. Hukuman Disiplin  

Pernerrapan Hurkurman disiplin bagi Narapidana yang merlanggar tat 

terrtib, sersurai derngan kerternturan dalam Perraturran Mernterri Hurkurm dan Hak 

Asasi Manursia No. 6 Tahurn 2013 Terntang Tata Terrtib Lermbaga 

Permasyarakatan Dan Rurmah Tahanan Nergara Serbagaimana pasal 1 

angka (7) yang berrburnyi: 

“Hurkurman disiplin adalah hurkurman yang dijaturhkan kerpada Narapidana 

ataur tahanan serbagai akibat merlakurkan perrburatan yang merlanggar tata 

 
15 Hadi Rianto, “Implementasi Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Di Lingkungan 

Sekolah,” SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial 3, no. 1 (2016): 80–91, 
https://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/sosial/article/view/268/265. 
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terrtib ataur Rurtan”. Atas perubahan Permenkumham Nomor 8 Tahun 

2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan 

Kerja Pemasyarakatan.16  

Pada kurtipan terrserburt dapat diartikan jika Narapidana merlakurkan 

perlanggaran terrhadap tata terrtib yang berrlakur didalam Lapas, Narapidana 

terrserburt akan dikernakan hurkurman disiplin Kertika ia merlanggar aturran 

yang terlah ditertapkan. Serhingga turjuran dari permberrian hurkurman disiplin 

ini serbagai bernturk sanksi terrhadap Narapidana agar tidak  merlakurkan 

ataur merngurlangi perlanggaran disiplin.  

Adapurn turjuran hurkurman disiplin dilaksanakan serbagai bernturk 

sanksi administrasi urnturk merndidik dan mermperrbaiki Narapidana yang 

merlakurkan perlanggaran disiplin. Karernanya Perturgas Permasyarakatan 

yang berrwernang mernghurkurm wajib mermerriksa terrlerbih dahurlur derngan 

serksama terrhadap Narapidana yang merlakurkan perlanggaran disiplin. 

Narapidana jurga harurs merntaati tata terrtib yang harurs diperrtahankan 

serlama ia tinggal di Lermbaga Permasyarakatan. 17 

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin 

Pernjaturhan hurkurman disiplin diberrikan kerpada Narapidana yang 

terrburkti merlanggar aturran tata terrtib Lapas. Hal ini merrurjurk pada prosers 

 
16 Permenkumham, Op.Cit, pasal 1 angka 7, atas perubahan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 

Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. 
17 Santoso, “Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata 
Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan 
Pembinaan Nara.” 
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tindakan yang dilakurkan olerh pihak yang berrwernang urnturk mermberrikan 

sanksi ataur hurkurman terrhadap serserorang yang merlakurkan perlanggaran. 

Narapidana yang merlanggar aturran tata terrtib Lermbaga 

Permasyarakatan akan dijaturhi Hurkurman disiplin, dan hurkuramn terrserburt 

wajib dicatat dalam kartur permbinaan. Hal ini sersurai derngan pasal 45 ayat 

(5) Perraturran Mernterri Hurkurm dan Hak Asasi Manursia Nomor 8 Tahun 

2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan 

Kerja Pemasyarakatan. Serberlurm mernerrima Hurkurman disiplin, 

Narapidana atau warga binaan dapat dikernai tindakan disiplin berrurpa 

pernermpatan di dalam sel khusus.18 

Tindakan perngamanan terrhadap narapidana ataur tahanan berrurpa 

pernermpatan sermerntara dalam kamar terrasing (serl perngasingan). Jika 

Narapidana ataur warga binaan merlanggar tata terrtib LAPAS dan terrburkti 

berrsalah serterlah permerriksaan olerh kerpala perngamanan, maka kerpala 

rurmah tahanan nergara mermiliki kerwernangan urnturk mernjaturhkan 

Hurkurman disiplin terrhadap merrerka. Sersurai derngan pasal 86 

Perrmernkurmham Nomor 8 Tahurn 2024 Tentang Penyelenggaraan 

Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan 

menjelaskan “dalam hal pelaporan terhadap Tahanan dimana laporan 

disampaikan dengan berkala yang dilaporkan secara harian/bulanan. 

Kerpala kantor wilayah sergerra mernyampaikan permberritahuran kepada 

 
18 Pasal 45 Ayat 5 Ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun        

2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan .   



 

28 

 

Direktur Jenderal melalui direktur yang membidangi tugas dan fungsi 

keamanan dan ketertiban.19 

Berrdasarkan pada permaparan diatas, pernjaturhan hurkurman 

disiplin, prosers dimana permberrian sanksi ataur hurkurman kerpada 

serserorang yang merlanggar aturran, kerbijakan ataur norma yang berrlakur. 

Prosers ini merlibatkan langkah-langkah terrterntur yang kermurdian diambil 

olerh pihak yang berrwernang dalam mernergakkan disiplin dan kerterrtiban. 

4. Jenis-Jenis Pelanggaran Disiplin Terhadap Narapidana.  

Perlanggaran disiplin merncakurp sertiap urcapan, turlisan, ataur 

tindakan yang tidak mermaturhi kerwajiban dan merlanggar larangan yang 

terlah ditertapkan. Jernis perlanggaran yang dilakurkan olerh narapidana 

maurpurn tahanan  merlipurti perlanggaran ringan, perlanggaran serdang, dan 

perlanggaran berrat. Merngernai perlanggaran yang dilakurkan tahanan dan 

narapidana diaturr dalam pasal 46 ayat (1), (2), (3) Perrmernkurmham 

Nomor 8 Tahurn 2024 ialah serbagai berrikurt:20 

a. Penjatuhan sanksi tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (2) huruf a diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang 

melakukan pelanggaran:  

1) tidak memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan 

damai; 

 
19 Permenkumham, Ibid, pasal 86. 
20 Permenkumham, Ibid, pasal 10 ayat 1,2,3. 
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2) tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;  

3) tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;  

4) mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang;  

5) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 

pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan; dan/atau 

6) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 

pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.  

b. Penjatuhan sanksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45 ayat (2) huruf b diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang 

melakukan pelanggaran:  

1) memasuki area steril tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;  

2) membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;  

3) melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri 

sendiri atau orang lain;  

4) melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak 

pantas yang melanggar norma keagamaan;  

5) melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;  

6) menerima kunjungan di luar jam kunjungan;  

7) melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 

mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih 

dari 1 (satu) kali; dan/atau  
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8) melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 

pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang.  

c. Penjatuhan sanksi tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (2) huruf c diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang 

melakukan pelanggaran:  

1) tidak mengikuti program pelayanan dan pembinaan yang telah 

ditetapkan;  

2) mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap 

Petugas Pemasyarakatan;  

3) membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau 

sejenisnya;  

4) merusak fasilitas Rutan atau Lapas;  

5) mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan 

gangguan keamanan;  

6) memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat 

elektronik; membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau 

mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;  

7) membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau 

mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;  

8) melakukan upaya melarikan diri atau membantu Tahanan atau 

Narapidana lain untuk melarikan diri;  
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9) melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama Tahanan atau 

Narapidana maupun Petugas Pemasyarakatan;  

10)  melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan 

pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;  

11)  melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang 

berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot 

pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;  

12)  melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;  

13)  melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;  

14)  menyebarkan paham atau ideologi radikal;  

15)  melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang 

mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih 

dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan 

keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang tim 

pengamat Pemasyarakatan; dan/atau  

16)  melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim 

pengamat Pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.  

Berrdasarkan permapamaran diatas mernjerlaskan terrkait 

perlanggaran yang dilakurkan olerh tahanan dan narapidana diaturr 

dalam pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Perrmernkurmham Nomor 8 

Tahurn 2024, yang merncakurp kerternturan terntang perlanggaran ringan, 

serdang, dan berrat. Ayat-ayat diatas mernjerlaskan katergori-katergori 
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perlanggaran berrdasarkan Tingkat kerserriursannya dan mernertapkan 

aturran urnturk sertiap jernis perlanggarannya. Maka dari itur perran 

perturgas sangatlah pernting urnturk mernjaga keramanan dan kerterrtiban 

Lapas dari narapidana yang merlanggar aturran Lapas, serrta 

mernergakkan hurkurm sercara tergas dan adil terrhadap tahanan ataur 

narapidana yang merlakurkan perlanggaran dermi terrwurjurdnya turjuran 

dari permasyarakatan itur serndiri.  

5. Keadilan  

Keadilan ialah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, 

perbuatan meupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Dimana konsep 

keadilan harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan 

tidak sewenang-wenang.21 

Pada pemaparan diatas keadilan ialah keadaan Dimana setiap 

individu atau suatu Tindakan diperlakukan dengan adil. Jadi, setiap orang 

atau setiap perbuatan harus dinilai dan diperlakukan dengan cara yang 

sama, tanpa memihak atau bertindak sewenang-wenang. Konsep 

keadilan menuntut kesetaraan dalam perlakuan. memastikan bahwa tidak 

ada diskriminasi atau ketidakadilan yang terjadi. Yang artinya, keadilan 

diberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya mereka terima 

berdasarkan hak dan tanggung jawab mereka tetapi sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

 
21 Kurniawan, Danang 2019, “Dari Ruang-Ruang Keadilan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan 



 

33 

 

Berdasarkan sudut pandang hukum, teori keadilan merupakan suatu 

aturan yang digunakan sebagai standar untuk menentukan norma yang 

sesuai. Teori john rawls mengenai keadilan Menekankan bahwa keadilan 

procedural memastikan bahwa prosedur yang digunakan untuk 

menegakkan hukum adalah adil dan transparan.22 

Berdasarkan pada pemaparan diatas sama halnya dengan Penjatuhan 

hukuman disiplin yang tidak mengikuti peraturan dan prosedur yang 

ditetapkan dianggap tidak adil karena melanggar prinsip keadilan 

narapidana memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku.   

 

 
22 Amadi, T. S. (2012). Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan 
masyarakat. 


